SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 77
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI SETIAP GAMPONG KOTA BANDA ACEH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu
melakukan perubahan Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pembagian Rincian Dana Desa disetiap Gampong Kota
Banda Aceh;

bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa di
setiap Gampong Kota Banda Aceh;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ....



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 253);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10. Peraturan ....



Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

11.

12.

50/PMK.07/2017 tahun 2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07 2017 tahun 2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong
dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2017)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI SETIAP GAMPONG KOTA BANDA
ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Gampong Kota
Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan
urusan rumah tangganya sendiri.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat bedasarkan
Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana ....



5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer malalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh
dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu
perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara
pemerintah gampong.

7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang
selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana
keuangan tahunan Pemeritah Gampong;

9. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membatu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusa daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional;

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA
adalah satuan kerja pada masing-masing PPA baik di
Kantor Pusat maupun Kantor Daerah atau satuan
kerja di  Kementrian Negara/lembaga yang
memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal perbendahaan yang memperoleh
Kuasa dari BUN wuntuk melaksanakan sebagian
fungsi Kuasa BUN

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD, adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah
pada Bank yang ditentukan;

13. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat
RKG, adalah Rekening tempat penyimpanan uang
Gampong yang menampung seluruh penerimaan
Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran
Gampong pada Bank yang ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKG.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima
di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah
dipenuhi.

(3) Penyaluran ....



(3)

(4)

(S)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus);
dan

b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%
(empat puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa tahap [ dilakukan setelah

Keuchik menyampaikan:

a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota;
dan

b.laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya kepada Walikota paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah

Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan

Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang Dana

Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh

per seratus) kepada Walikota paling lambat tanggal 7

Juli tahun anggaran berjalan.

. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Keuchik menyapaikan laporan realisasi penyerapan
dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Walikota.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan
capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
b.laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan
capaian output tahap I
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli
tahun anggaran berjalan.
Dalam hal pemuktahiran capaian output setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat
menyampaikan pemuktahiran capaian output kepada
Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran
data pada aplikasi.
Walikota dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
berkoordinasi dengan Keuchik.

4. Ketentuan ....



4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Walikota belum menerima dokumen Laporan

Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
dan/atau

c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKG tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun
anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh Inspektorat Kota dalam hal terdapat
potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan
kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal Il ....



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2017 M
11 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2017 M
11 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH
CAP/DTO
BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
D RN

f




